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ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

OLEH
AMANAH BILLAH

Undang-undang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan jaminan kepada
pencipta, sehingga pada akhirnya akan menciptakan suatu keadaan yang lebih
baik bagi perkembangan dan perlindungan hak cipta di Indonesia. Dilain pihak
dapat memberikan semangat bagi para pencipta untuk berkarya lebih baik lagi.

Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran
hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, dan juga untuk
mengetahui dan memahami proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami sanksi pidana terhadap pelanggaran
hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah: sanksi pidana
penjara dan pidana denda, sebagaimana bunyi Pasal 112, setiap orang yang
dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun
2014 adalah: (a) pewarisan, (b) hibah, (c) wakaf, (d) wasiat, (e) perjanjian tertulis,
(f) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kata kunci: Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta.
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BAB. |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-undang Hak Cipta pada
tahun 1982, yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 1982
tentang Hak Cipta (Lembaran Negara R.I Nomor 3217). Dalam konsiderannya
menyatakan bahwa Auteursweet 1912 Staatsblaad Nomor 600 tahun 1912 perlu
dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.
Selain itu dimaksudkan pula untuk medorong dan melindungi penciptaan,
penyebar-luasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta
mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana Negara
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasa 1945.
Menurut Harsono Adisumanto bahwa ‘“Auteursweet” pada hakekatnya
tidak mempunyai dampak terhadap perlindngan hak cipta. Mengingat
masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu pada waktu berlakunya
“Auteursweet” belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan
kegunaan hak cipta, sehingga terdapat hambatan kultural atas perlindungan
hak cipta masa itu.*
Beberapa tahun kemudian Undang-undang Hak Cipta 1982 tersebut
dirasakan kurang dapat menyesuaikan perkembangan akan kebutuhan
perlindungan Hak Cipta, sehingga terciptalah Undang-undang Nomor 7 tahun

1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak

Cipta (Lembaran Negara Rl Nomor 3362). Dalam konsideran undang-undang ini,

! Harsono Adisumanto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Pressindo, Jakarta,
1990, him. 1



disebutkan bahwa perubahan undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan
iklim yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangannya gairah mencipta di
bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal ini disebabkan karena ditengah
kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional semakin meningkat, khususnya di
bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ternyata telah berkembang pula
kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan.
Pelanggaran mencapai tingkat yang membahayakan dan merusak tatanan
kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk menciptakan pada
khususnya.

Perkembangan selanjutnya sebagai akibat adanya kecenderungan
Internasioanl dalam perlindungan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO), maka Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 tahun 1987 direvisi dengan
Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 sebagai konsekuensi logis sekaligus
harmonisasi terhadap persetujuan tersebut. Dan Undang-undang Nomor 12 tahun
1997 pun direvisi dengan Undang-undang yang baru ada tanggal 19 Juli 2002,
yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Diharapkan
undang-undang yang ada dapat berlaku efektif dan sesuai dengan era
pembangunan masa sekarang ini.

Bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam
mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.



Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah
sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan
kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional
di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut
dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu
berkompetisi secara internasional.

Bahwa Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga
perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yakni Undang-undang Nomor 28
tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan jaminan kepada
pencipta, sehingga pada akhirnya akan menciptakan suatu keadaan yang lebih
baik bagi perkembangan dan perlindungan hak cipta di Indonesia. Di lain pihak
dapat memberikan semangat bagi para pencipta untuk berkarya lebih baik lagi.

Hubungan hukum antara pencipta di satu pihak dan perusahaan yang
memperbanyak dan mengedarkannya di lain pihak mempunyai hak dan
kewajiban, khususnya terhadap hak cipta (biasanya diwujudkan dalam bentuk
uang) dapat ditentukan dengan sistem pembayaran:

1. Sistem royalitas

2. Sistem penjualan ciptaan kepada perusahaan yang memperbanyak dan

mengedarkan.



Dalam praktek sistem royalitas ini masih saja terjadi pelanggaran, dimana
perusahaan yang memperbanyak ciptaan dalam prakteknya melebihi dari apa yang
diperjanjikan dalam kontrak. Dalam hal ini juga masih sering terjadi pembajakan
ciptaan yang tentunya sangat merugikan pencipta dan negara.

Hak cipta pada dasarnya bersifat inmaterial dan dianggap sebagai benda
yang bergerak, artinya tidak statis ditangan pemegang hak cipta yang asli semata-
mata, namun dapat dipindahkan (dialihkan) kepada orang lain, namun
pemindahan (pengalihan) harus terselenggara secara sah menurut hukum.

Jika pengalihan tidak terselengara secara sah menurut hukum, maka akan
terjadi pelanggaran-pelanggaran. Di dalam Undang-undang Hak Cipta tidak
memberikan perincian secara jelas menganai apa-apa yang merupakan Kriteria
dari pelanggaran, hanya saja undang-undang tersebut mengatur tentang apa yang
bukan atau tidak dianggap sebagai pelanggaran, jadi tindakan-tindakan yang
merupakan suatu penyimpangan dan yang telah diatur dalam undang-undang
adalah pelanggaran.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan
mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan
kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “SANKSI PIDANA
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”



B. Permasalahan
Yang menjadi permasalahan adalah:
1. Apa sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-
undang Nomor 28 tahun 2014?
2. Bagaimanakah proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor

28 tahun 2014?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran
terhadap sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang
Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, tanpa menutup kemungkinan
menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran

hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.

2. Untuk mengetahui dan memahami proses peralihan hak cipta menurut

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis
yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu
pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan

pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.



D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan
yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan
dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran
penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawabh ini
akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan
judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana adalah sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku
kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-
pasal yang sesuai dengan prilaku yang dilakukannya saat melakukan
kejahatan, biasanya orang yang melakukan sebuah kejahatan akan ditindak
oleh aparat polisi, atau aparat yang mengisi hukum di negara Indonesia
contohnya pengadilan.?

2. Hak cipta adalah: hak seseorang yang membuat karangan dalam lapangan
kesusastraan, ilmu pengetahuan atau kesenian untuk disajikan kepada
umum dan diperbanyak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh undang-undang.’

D. Metode Penelitian
Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum,

terutama yang bersangkut paut dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak

2 www.Mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html,  diakses

ada tanggal 20 September 2018
3 JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung
Agung. Jakarta, 1995, him. 178



cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka

jenis penelitianya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif

(menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian
kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat
seprti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan
peraturan yang berlaku,

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa,
pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan
permasalahan dalam skripsi ini,

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa,

ensiklopedia, dan lainnya.

Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data
yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan
editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai
kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari

kekurangan dan kesalahan.



e Analisa Data
Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk
mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat
deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh
dan menghubungan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan

yang bersifat umum.*

F. Sistematika Penulisan
Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. 1. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan,
runag lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian,
sistematika penulisan.

Bab. Il. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan
mengenai sejarah perkembangan hak cipta, pengertian hak cipta,
pembatasan hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, macam-macam hak
cipta, subjek hak cipta.

Bab. Ill. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara
khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti

mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut

*Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,
him. 129



Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, dan juga mengenai proses
peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.
Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.
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